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MK GELAR SIDANG PENGUJIAN UU PEMILU, PERLUDEM SEBAGAI PEMOHON

Jakarta, 6 Februari 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (6/2) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK
dengan nomor Perkara 12/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem). Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

e Pasal 182 huruf g UU 7/2017

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu

setelah memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Dalam permohonan, disampaikan bahwa Pemohon telah menguji UU Pilkada yang kemudian
diputus MK dan melahirkan empat syarat bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri
sebagai peserta pemilu. Di dalamnya, mantan terpidana yang mencalonkan diri harus melewati
masa lima tahun setelah menjalani pidana penjara. Hal tersebut didasarkan oleh keyakinan
bahwa jangka waktu lima tahun digunakan mantan terpidana untuk beradaptasi dengan
masyarakat.

Namun, Pemohon menjelaskan bahwa putusan tersebut, yaitu Putusan No. 56/PUU-XVII/2019,
dan Putusan No. 87/PUU-XX/2022 hanya dikenakan kepada calon Kepala Daerah dan calon
anggota DPR dan DPRD. Sedangkan, syarat pencalonan anggota DPD tidak memuat ketentuan
yang sama.

Kemudian, Pemohon melihat kewenangan DPD memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan
publik dan produk legislasi negara yang berkaitan dengan urusan dan relasi pusat — daerah.
Untuk itu, Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan Pemohon yang menilai penting
untuk menerapkan ketentuan persyaratan pencalonan (bagi mantan narapidana) yang serupa
dengan persyaratan pencalonan anggota DPR dan DPRD. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-
Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politkk, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk
informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130
(Humas MK)
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